PUTUSAN
Nomor 55/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding

dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :
Dr. ETIN NURHAETIN NINGRUM, S.Ag., M.M., M.Si;
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat
Tinggal di Jalan Semanggi Il RT 003/RW 003, No. 3 B -11 B,
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota
Tangerang Selatan, domisili elektronik: dr.etinningrum@
gmail.com;
Disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;

LAWAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gerbang
Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:

. Drs. Sanusi, M.H.

. Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H.

. Ririn Sulistyarini, S.Sos.

. Erni Eriza Siburian, S.H., M.H.

. Firman Deny Setiawan, S.H.

Faza Novrisal, S.H., M.H.

. Nina Kusuma Wardani, S.Psi.

. Emir Hadi, S.H.

. Sarah Sabrina, S.H.

10. Rihan Azari, S.H.

11. Imam Eko Putranto, S.H.
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Kesemuanya pegawai pada Kementerian Pemuda dan
Olahraga, kewarganegeraan Indonesia, Email
hukumkemenpora@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : HK.05.02/1.4.2/SET/I/ 2023, tanggal 4
Januari 2023;

Disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;
DUDUK PERKARA
Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 473/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 11 April 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI
I. Dalam Eksepsi
- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat
prematur;
[I. Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 272. 000,- ( Dua ratus tujuh

puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
473/G/2022/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik
oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 April 2023
sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 473/G/2022/PTUN.JKT tanggal
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14 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat
banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 15 April
2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya
tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam
memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Dahulu
Penggugat;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 473/G/2022/PTUN.JKT., tertanggal 11 April 2023;

3. Menolak Eksepsi Terbanding/Dahulu Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor
10.21.26 Tahun 2022, Sekretaris Kementerian Pemuda dan
Olahraga Republik Indonesia tanggal 21 Oktober 2022 atas
nama Dwi Agus Susilo, S.Kom, M.Si.

3. Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk membayar biaya
perkara seluruhnya;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada bulan
Mei 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding
dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus

sebagai berikut :
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MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding;

2. Menguatkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
dalam Putusan Perkara Nomor 437/G/2022/PTUN.JKT, tanggal
11 April 2023 melalui persidangan elektronik pada aplikasi E —
Court PTUN Jakarta;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Atau : Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;
Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan
memeriksa berkas sengketa banding (inzage) secara secara elektronik

melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang
pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu
pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
tanggal 11 April 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara
hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan
dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding
sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor
473/G/2022/PTUNJKT, tanggal 14 April 2023 dan setelah dihitung dari
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putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan
pengajuan banding pada tanggal 14 April 2023, maka permohonan banding
masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana
ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik, 1. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XI1/2022
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata,
Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik,
oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan
seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat
pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, Ahli, saksi-saksi,
memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan
ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait
dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam
menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal
yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum
yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai
pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan
tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar dan tidak terdapat
hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 473/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2023 tersebut,
oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diatas diambil alih menjadi
pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding,
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dengan demikian untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis
dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi
pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan
demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
473/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2023 yang dimohonkan banding
haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah
ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama
dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang
kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang
tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan

dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
473/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2023 yang dimohonkan
banding;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa,
tanggal 26 Maret 2024, oleh Undang Saepudin, S.H.,M.H., sebagai
Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan
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Wenceslaus, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim
tersebut, dibantu oleh Nur Dwiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh

Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
t.t.d. t.t.d.

Boy Mirwadi, S.H. Undang Saepudin, S.H.,M.H.
t.t.d.

Wenceslaus, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti

t.t.d.

Nur Dwiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.RedakSi ...ccoovvviiiii i : Rp. 10.000,00
2. Meterai .......cooeiiiiii e, : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding .............cccccuee. : Rp. 230.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta JI. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Panitera Tingkat Banding Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Yusran Iberahim S.H. - 196409141991031005 . Emaijl: info@mahkamahagung.go.id
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Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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